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Abstrak 

Organisasi petani telah menjadi elemen inti dalam pembangunan desa, produktivitas 

pertanian, dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Tetapi banyak faktor yang 
menyebabkan kegagalan organisasi petani di negara berkembang seperti pembentukan 

organisasi petani secara top-down, tantangan pasar, dan bergantungnya petani kepada 

bantuan. Gagalnya organisasi petani dalam memberi manfaat kepada anggotanya akan 
berdampak kepada kesejahteraan dan produktivitas petani. Untuk menghadapi tantangan 

tersebut, organisasi petani harus melakukan perubahan mengarah kepada organisasi 

pembelajar agar petani selalu mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan masa 

depannya sendiri dan menjadi organisasi yang mandiri. Maka dari itu, riset ini bertujuan 
pada transformasi organisasi petani menuju organisasi mandiri (self-organization) dengan 

metodologi soft systems methodology dan learning approach. Penelitian ini menghasilkan 

model konseptual untuk melakukan transformasi organisasi petani Kelompok Wanita Tani 
Desa Hiyung dengan enam aktivitas yang bertujuan, yaitu: 1) mengidentifikasi 

kemampuan dan keahlian anggota, 2) memutuskan bidang usaha, 3) membentuk 

organisasi usaha, 4) anggota mengikuti pelatihan sesuai minat bidang usaha, 5) ketua 
bidang usaha mengikuti pelatihan manajerial, 6) menjalankan bidang usaha masing- 

masing. 

Kata Kunci: Organisasi petani; Transformasi organisasi; Soft systems methodology. 

 

 

PENDAHULUAN 

Ungkapan Jawa "Gemah Ripah Toto Tentrem Kerto Raharjo" 

menggambarkan kondisi ideal yang ternyata belum tercapai di Indonesia. 

Meskipun memiliki luas lahan pertanian sekitar 57 juta hektar (BPS, 2023; 

Statistik Lahan Pertanian Indonesia 2015-2019), Indonesia justru mengalami 

ketergantungan impor besar terhadap barang kebutuhan pokok seperti beras (1,5 

juta Kg), jagung (180 juta Kg) dan ubi kayu (180 juta Kg) (Pusat Data dan Sistem 

Informasi Pertanian, 2024). Data menunjukkan bahwa impor beras mencapai 

rekor tertinggi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara itu, meski 

jumlah rumah tangga usaha pertanian meningkat, pendapatan petani kecil tetap 

rendah dan stagnan (survei Pertanian Terintegrasi, 2021). 



Jurnal Administrasi Publik (JAP) 

Volume 10 No. 2 Tahun 2024 

Copyright@2024; Jurnal Administrasi Publik (JAP) - pISSN: 2337-4985, eISSN: 2723-2530| 210 

 

 

Mayoritas masyarakat miskin di dunia merupakan penduduk perdesaan 

yang bergantung pada pertanian untuk kehidupan mereka (Bachke, 2019). Oleh 

karena itu, meningkatkan pendapatan petani kecil (small-holder farmers) sangat 

penting untuk mengurangi kemiskinan (Bachke, 2019). Salah satu kebijakan 

untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan para petani adalah 

dengan membentuk dan mendukung organisasi petani di negara-negara 

berkembang. 

Penelitian menunjukkan keberhasilan organisasi petani di beberapa negara 

seperti Perancis dan Uganda (Markeloba dan Mwangi, 2010; Birchall dan 

Simmons, 2009; Penrose-Buckley, 2009). Adapula kegagalan di Afrika dan Rusia 

akibat berbagai faktor seperti tujuan awal pembentukan, faktor tantangan 

kelembagaan dan teknologi (Barrett, 2008) (Barrett, 2008; Barham dan Chitemi, 

2009; Mupangwa et al., 2012; Scheiterle et al., 2019). 

Di Indonesia, organisasi petani dibentuk secara top-down sejak Orde Baru 

(Budiandrian et al., 2022). Hellin et al. (2009)mengatakan proses membangun 

organisasi yang layak tidak lah sederhana, karena harus menghadapi tantangan 

dalam membuat peraturan yang disepakati bersama dan menjamin komitmen 

anggota.Golovina & Nilsson (2011) serta Fester (2003) menyatakan bahwa 

penggunaan pendekatan top-down merupakan salah satu faktor utama yang 

menyebabkan kegagalan program pertanian. Lebih lanjut, menurut Iqbal (2007), 

sebagian besar program pertanian gagal karena ketika program dirancang, nilai 

lokal, budaya dan karakteristik sosio-ekonomi petani tidak dipertimbangkan, yang 

menyebabkan aktor luar tidak mampu mengembangkan dan merekomendasikan 

teknologi atau inovasi yang kompatibel dengan pertanian. 

Gagalnya organisasi petani dalam menjalankan fungsinya berdampak 

negatif pada kesejahteraan anggotanya dan mencegah peningkatan penghidupan 

rumah tangga (Osanya et al., 2020). Ketidakberdayaan ini sering disebabkan oleh 

program bantuan pemerintah yang tidak efektif (Hellin et al., 2009). 

Sistem yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah organisasi/organisasi 

petani Desa Hiyung. Organisasi petani Desa Hiyung pertama kali dibentuk pada 

tahun 1990-an atas usul petani ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Tujuan 

dari dibentuknya organisasi petani ini untuk memudahkan para petani untuk 
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mendapatkan bantuan subsidi input produksi hingga penyebaran informasi. 

Terbentuknya organisasi tani di Desa Hiyung dengan tujuan mendapatkan bantuan 

ternyata memunculkan permasalahan di organisasi petani Desa Hiyung. Fakta 

yang terjadi di organisasi petani di Desa Hiyung ialah ketergantungan para petani 

dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Pemberian bantuan untuk input 

produksi pertanian membuat mereka mau bekerja jika diberi bantuan terlebih 

dahulu. 

Selain masalah bergantungnya petani terhadap bantuan, Bardiah selaku 

penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan tapin Tengah menuturkan para 

petani mempunyai sikap kerja sama dan semangat kerja yang lemah. Sebagian 

besar anggota organisasi petani memiliki sikap individualis yang tinggi atau suka 

bekerja sendiri-sendiri dibanding bekerjasama dengan petani lain dalam hal 

produksi pertanian. Kurang memiliki rasa kebersamaan ini juga melemahkan 

partisipasi para petani dalam kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan. 

Sebagian besar petani di Desa Hiyung enggan mengikuti kegiatan yang diadakan 

oleh pihak Balai Penyuluh Pertanian maupun pihak lain jika tidak ada bantuan 

atau bayaran yang mereka terima. 

Fakta yang terjadi di organisasi petani KWT Desa Hiyung tersebut tidak 

selaras dengan fungsi sebenarnya organisasi petani. Mewujudkan organisasi 

petani yang bermanfaat bagi anggota, tindakan kolektif seperti individu (anggota) 

kelompok bekerja sama dengan teman, tetangga, dan rekan kerja untuk menangani 

masalah (Kaplan et al., 2005; Tomasello, 2014). 

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi organisasi tani Desa Hiyung ini 

harus dibenahi agar eksistensi organisasi tani tersebut selalu memberi manfaat 

kepada petani secara individu maupun memberi manfaat kepada perekonomian 

dan kesejahteraan masyarakat Desa Hiyung. Maka dari itu, perlu melakukan 

perubahan organisasi tani Desa Hiyung menuju organisasi pembelajar (learning 

organization) dengan organisasi mandiri (self-organizations). ―Becoming learning 

organizations: they must learn better and faster or they will die‖ (Marquardt, 

2011). untuk beralih dari organisasi non-pembelajaran menjadi organisasi 

pembelajar memerlukan transformasi (Marquardt, 2011). 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Organisasi Mandiri (Self-Organizations) 

Organisasi mandiri adalah suatu proses di mana agen dapat menjadi aktif 

dalam tindakan kolektif, pemecahan masalah, dan pembangunan konsensus. Ini 

adalah proses berulang yang dapat terjadi pada momen pengambilan Keputusan 

apa pun dan merupakan mekanisme yang melaluinya perubahan dapat terjadi pada 

tingkat atau skala apa pun (misalnya pada skala satu orang, dalam organisasi, atau 

antar organisasi). Organisasi mandiri mungkin (tetapi tidak harus) mengarah pada 

perubahan sosio-institusional dalam praktiknya (Hasanov & Zuidema, 2018). 

Dalam ilmu organisasi, Morgan (1986) (Fischer & Qaim, 2014) 

menggunakan istilah ‗autopoiesis‘. Secara tradisional penekanannya adalah pada 

interaksi antara organisasi yang beradaptasi dan perubahan lingkungan. Self- 

organization dapat dianggap sebagai kondisi pembaharuan diri, karena proses 

evolusi yang dinamis dalam pertukaran terus-menerus dengan lingkungan akan 

mengarah pada inovasi struktural sistem. 

Berbagai penelitian merekomendasikan penerapan self-organization dalam 

organisasi petani, yang bertujuan untuk mengatur kembali (re-organising) tata 

kelola organisasi petani. Salah satu elemen penting self-organization dalam 

konteks organisasi petani ialah partisipasi. Partisipasi dalam konteks ini tidak 

hanya mengacu kepada keterlibatan petani-petani dalam aktivitas organisasinya, 

tetapi juga keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan (Fischer dan Qaim, 

2014; Mwambi et al., 2020). Keterlibatan petani dalam pengambilan keputusan 

sangat mendukung akuntabilitas dalam manajemen organisasi petani, yang mana 

juga memperbaiki kinerja organisasi petani (Jussila, Goel, & Tuominen, 2012). 

 

Organisasi Pembelajar (Learning Organization) 

learning organization adalah organisasi yang tiada henti mengembangkan 

kapasitasnya untuk menciptakan masa depannya sendiri (Senge, 1990). Tuntuntan 

pengembangan kapasitas belajar tidak lepas dari dinamika organisasi di era 

globalisasi yang padat pengetahuan, kompleks, dan saling bergantung. Huysman 

(2000) mengatakan organisasi pembelajar merupakan sebuah proses melalui 

pembelajaran  organisasi  (organizational  learning).  Pembelajaran  organisasi 
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adalah aspek mendasar dari evolusi organisasi. Setiap organisasi belajar dengan 

cara apapun mereka beroperasi (Huysman, 2000). Organisasi pembelajaran yang 

baik adalah organisasi yang mengorganisasikan pembelajaran sedemikian rupa 

sehingga penyebaran dan adopsi ide-ide baru tidak terhalangi oleh budaya atau ide 

masa lalu (Huysman, 2000). Memasukkan kreativitas dalam proses pembelajaran 

tidak selalu menghasilkan ‗pembelajaran yang baik‘. Terlalu banyak kreativitas 

dapat mengakibatkan situasi kacau (March, 1991), bentuk pembelajaran kreatif 

seringkali tidak mencapai tahap pembelajaran organisasi. 

Lebih lanjut, Choo (2001) mengatakan organisasi membutuhkan dan 

memakai informasi untuk mewujudkan knowing organization. Knowing 

organization adalah sebuah karakteristik organisasi belajar. Artinya, suatu 

organisasi disebut knowing apabila mampu beradaptasi terhadap lingkungan di 

waktu yang tepat dan cara efektif, terus menerus belajar dengan menguji dan 

melupakan mental models yang sudah tidak valid lagi, dan memobilisasi 

pengetahuan serta keahliannya, dan mengambil keputusan berdasarkan 

pengetahuan. Semua proses itu dibagi menjadi tiga: sensemaking, knowledge 

creation, dan decision making (Choo, 2001). 

 

METODE PENELITIAN 

Organisasi petani yang berisi ketua organisasi, anggota organisasi serta 

aktor lain yang memiliki aktivitas (sistem aktivitas) yang bertujuan. Dengan 

banyaknya aktivitas manusia yang bertujuan dalam organisasi petani; adanya 

tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda yang tidak terorganisir, menciptakan 

situasi masalah organisasi petani menjadi kompleks. Situasi masalah organisasi 

petani yang kompleks ini meliputi tergantungnya petani dengan bantuan 

pemerintah, sikap kerja sama dan semangat kerja yang rendah hingga adanya 

konflik kepentingan. peneliti menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) 

based on action research yang dikembangkan Checkland (1989) untuk 

menghadapi masalah yang kompleks dan melakukan perubahan dalam sistem 

aktivitas di dalam organisasi petani, menuju organisasi tani yang bisa 

memberdayakan anggotanya. 
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Peneliti akan menggabungkan proses pembelajar dari Korten (1980) 

dengan SSM (Checkland, 1989) untuk menguatkan analisis. Analisis seperti 

analisis aktor, sistem sosial, hingga sistem politik dalam organisasi tani Desa 

Hiyung. Analisis tersebut akan terjadi melalui proses pembelajaran yang berulang 

untuk merefleksikan dan memperdebatkan persepsi terkait realita masalah di 

organisasi tani Desa Hiyung, mengambil tindakan, dan sekali lagi merefleksikan 

situasi menggunakan konsep sistem (Checkland, 1989). 

Penelitian ini dilakukan di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, 

Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sistem yang dipilih dalam penelitian ini 

ialah organisasi petani Desa Hiyung, lebih khusus lagi Kelompok Wanita Tani 

Desa Hiyung. pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara 

mendalam. 

Menurut Checkland dan Poulter (2007), SSM terdiri dari 7 langkah, yaitu: 

1. Situasi masalah yang dianggap bermasalah 2. Situasi masalah yang 

diungkapkan 3. Definisi akar relevansi sistem aktivitas yang bertujuan 4. Model 

konseptual dari sistem yang disebutkan dalam definisi dasar 5. Perbandingan 

model dan kenyataan 6. Perubahan yang diinginkan secara sistematis dan layak 

secara budaya 7. Tindakan untuk memperbaiki situasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, 

Kabupaten Tapin, yang mayoritas penduduknya adalah petani dengan lahan 

pertanian luas. Junaidi, salah seorang warga, melanjutkan pekerjaan bertani 

keluarganya sejak tahun 1980-an. Ia mulai menjual sayur keliling antar desa dan 

menanam bibit cabai dari Desa Linuh, yang ternyata lebih tahan dan pedas karena 

keasaman tanah di Desa Hiyung. Sejak awal 1990-an, cabai ini menjadi populer, 

dan pada tahun 2012, pemerintah daerah resmi mendaftarkan nama "Cabai 

Hiyung". 

Permintaan tinggi menjadikan cabai Hiyung sebagai komoditas utama di 

desa ini. Meskipun Desa Hiyung menanam berbagai komoditas seperti padi, jeruk, 

dan sayuran lainnya, tanah asam dan lahan tadah hujan yang mudah tergenang air 

membuat penanaman padi dan komoditas lainnya sulit. Junaidi, Pimpinan Balai 
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Penyuluh Pertanian Kecamatan Tapin Tengah, menjelaskan bahwa jenis lahan 

pertanian di desa tersebut membatasi keberhasilan tanaman selain cabai. 

Gambar Cabai Hitung 
 

Sumber: Penulis (20254) 

Junaidi menjelaskan bahwa pembentukan kelompok tani di Desa Hiyung 

dimulai dengan musyawarah antara petani calon anggota dan penyuluh pertanian, 

diikuti dengan pendaftaran ke Kementerian Pertanian melalui SIMULTAN. 

Setelah pendaftaran, calon kelompok menunggu verifikasi. Untuk menjadi 

anggota, petani hanya perlu KTP Desa Hiyung, tanpa persyaratan modal atau aset. 

Namun, sejak Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 

34/11/KPTS/RC.210/B/12/2023, syarat penerima pupuk bersubsidi adalah petani 

dengan lahan maksimum dua hektare per musim tanam, diutamakan petani kecil 

dengan lahan hingga 0,5 hektare. 

Pembentukan kelompok tani di Desa Hiyung untuk mendapatkan bantuan 

pemerintah menimbulkan masalah, karena banyak petani sangat bergantung pada 

bantuan tersebut untuk input pertanian seperti pupuk dan bibit. Junaidi 

menjelaskan bahwa petani menghadapi kendala seperti faktor alam dan kurangnya 

modal. Untuk melakukan surjan di lahan, petani memerlukan dana sekitar 7 juta 

rupiah, baik untuk pengerjaan manual atau penyewaan alat berat. Tanpa modal 

tersebut, petani sulit memulai usaha tani, dan meski surjan dapat memberikan 

keuntungan di panen tahun kedua, petani kesulitan menunggu karena kebutuhan 

finansial mendesak untuk usaha tani dan keluarga. 
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Minimnya semangat belajar di kalangan petani Desa Hiyung disebabkan 

oleh kesulitan mengakses modal untuk usaha tani, seperti melakukan surjan dan 

mendapatkan input pertanian. Selain itu, petani juga menghadapi tantangan dalam 

menjangkau pasar yang lebih luas. Mereka hanya dapat menjual hasil panen ke 

tengkulak lokal yang menentukan harga jual komoditas, seperti cabai, yang 

seringkali berubah-ubah. Petani seperti Nursikin hanya fokus pada penjualan hasil 

panen untuk menutupi modal dan mendapatkan keuntungan, tanpa 

mempermasalahkan fluktuasi harga yang ditetapkan tengkulak. 

Permasalahan ini juga diterjadi dan dirasakan oleh anggota Kelompok 

Wanita Tani (KWT) Desa Hiyung. Pelatihan untuk petani wanita di Desa Hiyung 

dimulai pada 2013, dengan dukungan pemerintah sebesar 30 juta rupiah melalui 

Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian. Pemerintah mengarahkan 

pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan 30 anggota yang rumahnya 

berdekatan. Program ini meliputi pelatihan bertani, pembuatan pupuk, budidaya 

ikan, dan jamur, serta praktik lapangan yang dibimbing penyuluh. Bantuan 30 juta 

rupiah digunakan untuk pelatihan dan pembangunan bangunan, yang kini sudah 

digusur karena dibangun di pinggir sungai. 

Selain pelatihan, KWT di Desa Hiyung menerima bantuan infrastruktur 

seperti tempat penyimpanan bibit cabai dan rumah budidaya jamur, serta alat 

pembuat kue. Namun, bantuan tersebut tidak dimaksimalkan; tempat 

penyimpanan dan rumah budidaya jamur hanya digunakan oleh Sala dan ibunya, 

dan alat membuat kue tidak digunakan secara luas. Kegiatan aktif KWT hanya 

bertahan beberapa tahun; sejak 2015, kegiatan KWT terhenti, dan Wartini, sebagai 

ketua, hanya menghadiri rapat BPP. Kegiatan terakhir KWT adalah pelatihan 

sambal cabai Hiyung pada 2019, yang tidak diikuti semua anggota. 

Pada tahun-tahun awal, KWT aktif dengan kegiatan rutin, tetapi setelah 

pelatihan BPP berhenti, anggota KWT kembali sibuk dengan kegiatan masing- 

masing. Sala kini mengelola penyemaian bibit cabai sendirian tanpa kerja sama, 

karena anggota lain sudah bisa melakukannya sendiri. Arbainah, yang 

memproduksi sambal cabai Hiyung, mencatat bahwa setelah pelatihan sambal 

pada 2019, banyak anggota KWT yang awalnya antusias kembali sibuk dengan 
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aktivitas pribadi mereka. Bardiah, mantan penyuluh pertanian, menambahkan 

bahwa pelatihan sambal awalnya ditujukan untuk KWT. 

Gambar Kerjasama ibu-ibu dan Produk Sambal Hiyung 

 

Sumber : Peneliti (2024) 

Para petani, termasuk anggota KWT, kini lebih banyak bekerja secara 

individu dalam penyemaian, penanaman, dan panen, tanpa kerjasama dengan 

petani lain. Setelah pelatihan, anggota KWT yang dulunya bekerja bersama dalam 

produksi sambal kini lebih banyak bekerja sendiri-sendiri di rumah. Dari 25 

anggota, hanya 5 hingga 10 yang masih memproduksi sambal, dan hanya sekitar 5 

yang rutin bekerja bersama di rumah produksi sambal. Mereka menyiapkan 

bumbu di rumah masing-masing dan kemudian mengolah sambal di rumah 

produksi, di mana setiap pekerjaan telah diatur upahnya. 

Para pemilik masalah menyadari kekurangan dalam kerja sama dan aktivitas di 

KWT, menjadikannya organisasi yang tidak efektif. Hanya sebagian anggota yang 

bekerja sama, tetapi tidak atas nama organisasi. Banyak anggota tidak memiliki 

kemampuan atau kemauan untuk bekerja sama, dan ketua KWT tidak memiliki 

kekuasaan untuk mengatur mereka. Anggota hanya menunggu arahan dan 

informasi terkait produksi sambal, sementara banyak yang bekerja secara 

individu. Permasalahan di atas dapat peneliti gambarkan dalam rich picture di 

bawah. 
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Gambar Rich Picture 
 

Sumber : Peneliti (2024) 

 

Langkah analisis SSM 
 

Gambar Tahap SSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Checkland and Poulter (1990) 
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- Tahap satu-Problem situation considered problematic 

Situasi yang dianggap bermasalah dalam sistem organisasi petani terkait 

permasalahan tujuan organisasi, kerja sama dan partisipasi anggota 

organisasi, hingga budaya kerja anggota. Uraian permasalahan mencakup 

aspek-aspek: 

- Pembentukan organisasi petani melalui pendekatan top-down 

- Organisasi petani di Desa Hiyung tidak memberi manfaat bagi 

anggota sebagaimana fungsinya; 

- Anggota organisasi tidak memahami tujuan mereka berkumpul; 

- Organisasi tidak mengembangkan potensi organisasi dan anggotanya; 

- Tahap dua-problem situation expressed 

Permasalahan yang diungkapkan selanjutnya digambarkan dalam rich 

picture seperti terlihat pada gambar 4. Kondisi ini memperjelas bahwa 

situasi yang disajikan pada tahap satu dieksplorasi dan diungkapkan dalam 

rich picture. 

- Tahap tiga-root definition 

Dengan memilih sudut pandang dalam melihat permasalahan di organisasi 

petani Desa Hiyung dan menghasilkan root definition permasalahan atau 

membangun definisi permasalahan yang berkaitan dengan situasi 

permasalahan di organisasi petani Desa Hiyung. 

Root definition: ―Anggota Kelompok Wanita Tani yang belum 

melaksanakan aktivitas usaha sesuai minat mereka (P) ditransformasi (re- 

organizing) menuju pembentukan organisasi kecil yang sesuai minat usaha 

(Q) untuk mewujudkan organisasi mandiri (R)‖ 

Pengujian root definition menggunakan analisis CATWOE (Customers, 

Actors, Transformation, Weltanschauung, Owner, Environmental 

constrains). 

C: ketua dan anggota KWT 

A: Anggota KWT 

T: organisasi yang tidak relevan dengan tujuan anggota ditransformasi 

menjadi pembentukan organisasi kecil yang sesuai minat usaha anggota 
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W: Dibentuknya organisasi kecil sesuai minat usaha anggota KWT akan 

mewujudkan organisasi yang mandiri. 

O: Ketua KWT 

E: Kurangnya pendanaan dan dukungan pemerintah desa 

 

 

- Tahap empat-conceptual model 

Pada tahap ini, peneliti membuat aktivitas logis yang bertujuan untuk 

membuat konseptual model. Konseptual model adalah Kumpulan aktivitas 

terstruktur untuk mewujudkan root definition dan CATWOE, yang terdiri 

dari subsistem operasional dan pemantauan dan control subsistem atau 

sistem dalam lingkungan yang ada (Checkland dan Scholes, 1990). 

Model konseptual yang berisikan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk 

mentransformasi organisasi petani KWT sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kemampuan dan keahlian anggota KWT 

2. Memutuskan bidang usaha 

3. Membentuk organisasi usaha 

4. Anggota mengikuti pelatihan sesuai bidang usaha 

5. Perwakilan bidang usaha mengikuti pelatihan manajerial 

6. Menjalankan bidang usaha masing-masing 

Gambar Conceptual model 
 

 

Sumber: Peneliti (2024) 
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Setelah melakukan pembuatan aktivitas model untuk transformasi, 

selanjutnya peneliti melakukan analisis untuk monitor dan kontrol 

bekerjanya sistem aktivitas yang bertujuan (purposeful system activity) 

menggunakan 3Es (efficacy, efficiency, dan effectiveness) (Checkland, 

1989). 

- Efficacy: membentuk organisasi kecil sesuai bidang usaha akan 

meningkatkan kerja sama dan produktivitas anggota KWT. 

- Efficiency: minimnya sumber daya yang (organisasi yang sudah ada, 

sumber daya manusia yang kompeten di beberapa bidang, minimnya 

anggaran) tetapi dapat mewujudkan organisasi mandiri. 

- Effectiveness: meningkatkan kerja sama dan produktivitas anggota 

KWT. 

 

- Tahap lima-comparison conceptual model and real-world 

 

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan perbandingan aktivitas model yang 

sudah dibuat dengan kenyataan di dunia nyata (real-world). Hal ini perlu 

dilakukan karena model aktivitas yang peneliti buat tidak dimaksudkan 

untuk menggambarkan seperti apa kenyataan yang peneliti inginkan. 

Model yang peneliti buat adalah perangkat buatan yang didasarkan pada 

pandangan dunia (world view) murni, sedangkan kenyataan pada aktivitas 

petani berisi banyak sudut pandang (world view) yang saling bertentangan 

dan berubah seiring berjalannya waktu (Checkland, 1989). Pada komparasi 

ini akan memprediksi bagaimana konseptual model jika diterapkan di real- 

world dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Chekland 

dan Poulter, 2010). 
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Tabel 1. Perbandingan model konseptual dengan dunia nyata 
 

 

 

 

 

No Aktivitas konseptual model Komentar atas real-world 

1 Mengidentifikasi kemampuan 

dan keahlian anggota 

Situasi dalam dunia nyata belum ada terdapat 

aktivitas dalam mengidentifikasi kemampuan 

dan keahlian anggota, karena minimnya 

pertemuan maupun diskusi yang dilakukan 

anggota KWT. 

Tetapi, peneliti menemukan bahwa ada 

kemauan dari ketua dan anggota KWT untuk 

melakukan pertemuan dan membahas 

perubahan yang akan dilaksanakan. Anggota 

KWT sadar bahwa setiap orang dalam KWT 

memiliki keahlian yang berbeda-beda. 

2 Memutuskan bidang usaha Situasi dalam dunia nyata belum terjadi 

aktivitas memutuskan bidang usaha anggota 

KWT. Setiap orang beraktivitas dan bekerja 

sendiri-sendiri maupun bersama rekan yang 

selaras minat. Kebanyakan anggota bekerja 

secara individu sesuai minat mereka. 

Ketika aktivitas ini akan dilaksanakan, 

tantangannya ialah menghadapi anggota- 

anggota yang ‗ikut-ikutan‘ bidang usaha yang 

lebih menjanjikan, atau bahkan bisa muncul 

‗free-rider‘ di suatu bidang usaha. 

3 Membentuk organisasi bidang 

usaha 

Situasi dalam dunia nyata sudah ada 

perkumpulan anggota dengan minat yang 

sama, tetapi belum distrukturkan. Seperti 

bidang produksi sambal, para anggota 

berkumpul untuk melakukan pekerjaan. Hal 

ini dilakukan secara informal, tidak ada 

struktur organisasi yang jelas. Hal lain seperti 

bidang kuliner, hanya satu orang yang 

melaksanakan. 

Ketika membentuk organisasi bidang usaha 

ini akan menghadapi tantangan-tantangan 

seperti memilih ketua, jumlah anggota, dan 

pola kerja mereka. 
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4 Anggota mengikuti pelatihan 

sesuai bidang usaha 

Aktivitas anggota mengikuti pelatihan sesuai 

bidang usaha belum terjadi di dunia nyata. 

Dulunya, semua anggota KWT wajib 

mengikuti semua pelatihan yang diberikan 

oleh pihak BPP. Seperti pelatihan pertanian, 

budidaya ikan, dan lain sebagainya. Setelah 

pelatihan tersebut selesai, anggota Kembali 

beraktivitas secara mandiri. Tidak ada tindak 

kolektif hasil dari pelatihan tersebut. 

Tantangan dalam melaksanakan aktivitas ini 

ialah kemauan anggota organisasi mengikuti 

pertemuan-pertemuan yang    minim 

pendanaan. 

5 Ketua organisasi bidang usaha 

mengikuti pelatihan manajerial 

Aktivitas ketua organisasi mengikuti 

pelatihan manajerial belum terjadi di dunia 

nyata. Ketua organisasi KWT dipilih melalui 

proses musyawarah, tidak ada pertimbangan 

keahlian manajerial. Hal ini yang 

menyebabkan hilangnya peran pemimpin 

KWT. 

Aktivitas ini akan dilaksanakan dengan 

melibatkan ketua KWT dan ketua setiap 

bidang usaha. Tetapi, tantangannya sama 

seperti aktivitas di atas, yaitu bagaimana 

meningkatkan partisipasi ketua-ketua untuk 

menghadiri   pertemuan   yang   minim 

pendanaan. 

6 Menjalankan bidang usaha Aktivitas menjalankan bidang usaha sudah 

terjadi di dunia nyata, tetapi tidak berjalan 

dengan maksimal. Masing-masing usaha 

berjalan tanpa koordinasi dan struktur yang 

jelas. Anggota yang menjalan bidang usaha 

masih bergantung kepada orang lain dalam 

menjalankan usaha mereka. Belum ada 

kemandirian setiap anggota maupun bidang 

usaha. 

Tantangan yang akan dihadapi dalam 

menjalankan aktivitas ini ialah kemampuan 

ketua  dan  anggotanya  beraktivitas  secara 

mandiri tanpa intervensi orang lain. 

Sumber: Peneliti (2024) 
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- Tahap enam-changes: systemically desirable, culturally feasible 

Pada tahap ini, yaitu perubahan yang diterima oleh budaya dan struktural 

real world. Perubahan yang berupa rekomendasi ini dihasilkan dari hasil 

diskusi antara peneliti dan problem owners, peneliti hanya berfungsi untuk 

memformulasikannya dalam tulisan yang sistematis. Transformasi yang 

akan dilakukan yaitu pengorganisasian kembali dengan membentuk 

organisasi kecil sesuai bidang usaha anggota. Para problem owners juga 

menyadari hal ini, yang mana mereka tidak pernah lagi bekerja secara 

kolektif, anggota-anggota KWT bekerja secara individual sesuai bidang 

usahanya masing-masing. 

Transformasi yang diusulkan meliputi pengorganisasian ulang dengan 

membentuk organisasi kecil sesuai bidang usaha anggota, karena saat ini 

anggota KWT bekerja secara individual. Peningkatan kapasitas organisasi 

dianggap penting untuk efisiensi dan efektivitas (Gangwar et al., 2023). 

Pengorganisasian petani kecil dapat mengatasi ketidaksempurnaan pasar 

(Fischer & Qaim, 2012a; Olwande & Mahenge, 2012). Pembentukan 

organisasi kecil bertujuan menjadikan KWT mandiri, mengurangi 

ketergantungan pada bantuan dan arahan dari Junaidi, yang saat ini 

memiliki kekuasaan lebih besar daripada ketua KWT. 

Membentuk KWT menjadi organisasi mandiri diharapkan dapat 

meningkatkan komitmen, kepatuhan, tindakan kolektif, produktivitas, dan 

penyelesaian masalah (Mollick et al., 2018; Hasanov & Zuidema, 2018). 

Keberhasilan organisasi mandiri memerlukan kekuatan institusi (Denters, 

2016; Uitermark, 2015). Model yang diusulkan bertujuan untuk reformasi 

KWT Desa Hiyung dengan membentuk organisasi kecil sesuai bidang 

usaha anggota, bukan membubarkan KWT. KWT saat ini tidak relevan 

dengan tujuan anggotanya karena aktivitas dilakukan secara individu. 

Transformasi ini diharapkan dapat mengumpulkan anggota sesuai bidang 

usahanya dan menjalankan organisasi secara kolektif. Para problem 

owners menyadari kurangnya kegiatan kolektif dan manfaat organisasi, 

sementara ketua KWT tidak tahu bagaimana mengubah sistem aktivitas 

ini. 
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- Tahap Tujuh- Action To mprove The Problematic Situation 

Tahap ini berupa aksi atau Tindakan nyata yang dilakukan atas problem 

situations. Merujuk Mashall dan McKay (2001) dalam action research 

yang mengatakan ada dua jenisnya yaitu research interest dan problem 

solving interest, penelitian yang sifatnya research interest ini telah selesai 

dilakukan karena pertanyaan penelitian telah terjawab. Sedangkan pada 

problem solving interest tidak bisa dilakukan mengingat keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki peneliti dan juga penelitian ini sebuah karya 

akademis, bukan sebagai konsultan untuk menyelesaikan masalah. Maka 

dari itu, aksi hanya sampai pada tahap rekomendasi, tidak sampai tahap 

pelaksanaan rekomendasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Organisasi petani yang sesuai dengan tujuan awal terbentuknya organisasi 

petani harus lah dilakukan transformasi. Mengingat para petani kecil di negara 

berkembang masih membutuhkan organisasi petani untuk mendapatkan akses 

input pertanian mereka. Maka dari itu, riset ini membuat konseptual model untuk 

menjalankan transformasi pada Kelompok Wanita Tani Desa Hiyung menuju 

organisasi mandiri (self-organization). Konseptual model tersebut berisi aktivitas- 

aktivitas yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan, antara 

lain: 

1. Mengidentifikasi kemampuan dan keahlian anggota; 

2. Memutuskan bidang usaha; 

3. Membentuk organisasi sesuai bidang usaha; 

4. Anggota mengikuti pelatihan sesuai bidang usaha; 

5. Ketua setiap bidang usaha mengikuti pelatihan manajerial; dan 

6. Menjalankan bidang usaha. 

Penelitian ini hanya dibatasi hanya sekadar melihat, menganalisis, dan 

membuat konseptual model pada satu sistem aktivitas yang ada pada sistem 

aktivitas organisasi petani Desa Hiyung. Saran untuk peneliti selanjutnya agar bisa 
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lebih melihat, menganalisis, dan membuat konseptual model pada sistem aktivitas 

lain yang terjadi pada sistem yang dipilih agar perbaikan bisa lebih komprehensif. 

Penelitian ini juga terbatas hanya membuat konseptual model dan tidak sampai 

pada aksi Tindakan perubahan, maka dari itu peneliti menyarankan pada peneliti 

selanjutnya untuk menguji ulang serta menerapkan rekomendasi konseptual model 

yang sudah peneliti hasilkan pada penelitian ini. 
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